MEMUTUSKAN :
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MENelapkKan
KESATU Menetapkan lzin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri ;
NAMA SEKOLAH ¢ TK NEGERI KAWANGO HARI

NPSN : 69943473

JENIS PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

ALAMAT : KAWANGO HARI

JESA r KAWANGO HARI

KECAMATAN KODI
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya

EETICGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tang | ditetapkan

Ditetapkan di Tambolaka

pada tanggal, 05 Agustus 2024

Tembusan ;
Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka
Ketua Tim Pengpgerak PKK Tingkat Kabupaten Sumb
Tambolaka.
ketua Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupates
di Tambaolaka
Inspektur Kabupaten Sumba Barat Dava
5. Camat Kodi di Tempat.
Kepala Desa Kawango Han di Tempai
Kepala Sekolah untuk diketahui dan dilaksanakan

Arsip.
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah; ‘I’




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negz

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan Nasional [Lembaran Negara

hun 2003 Normor 78, Tambat

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437):

bahan Lemt
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Peraturan Perundanp-U

indonesia Tahun 2011 Nomor 82, lfambahan Lembaran Nepara

Republik Indone
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h terak

2022 tentang Perul

Tahun 2011 tentang Perundar
Undangan (Lembaran i T 1 2
Nomor 143, Tambahan blik Ind \

Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor

Daerah (Lembaran Negara Republilk Indone

Nomor 244, Tambahan |

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa )
dengan Undang-Undang Nomaor
Hubungan Keuangan Antara Pemer

B

Daerah (Lembaran Negara Repuhbli)

MNomaor 4, .=.|'1-|I'--I-I'A|!: Lembaran Neq iR el

Nemor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tah
Keuangan Ant: usat
(Lembaran Negara Republil donesia
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp - Email:-, sbd@gmail.com

o b

TAMBOLAKA
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/73/53.18/V1Il/2024

TENTANG
PENETAPAN [ZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KAWANGO HARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Daeralh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalan
penvelenggaraan Urusan Daerah Pemerintahan yang menj

kewenangan Daerah ;

b. Bahwa untuk tujuan pendidikan dan pemberdayvaan Pend

Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), maka

perll memantapkan koordinasi dan

keterpaduan  melalui
Penetapan Izin Operasional Taman Kanal-RKanal |
dengan peraturan Perundang-Undangar &) il
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan )
dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkani
K pala 1af nd kan k
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